WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1¢o TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN JURI KEGIATAN SELEKSI
CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT

Menimbang:

Mengingat:

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi
Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota
Banjarmasin Tahun 2024, perlu mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan untuk keberhasilan Program Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Panitia Pelaksana dan Juri Kegiatan
Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat
Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



10.

11.

dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
lPgt:i'ben;g:laharaalégl Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lerr{baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawa}b
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
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17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 86);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor
3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor § Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51
Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 795);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Panitia Pelaksana dan Juri Kegiatan Seleksi Calon Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun
2024 dengan susunan dan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

: Tugas Tim Panitia Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU adalah:

a. Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan Kegiatan
Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat
Kota Banjarmasin Tahun 2024, serta melaporkan hasil
kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.

b. Memberikan Penilaian secara tertulis untuk peserta seleksi
pada Kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Pada Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Karakter Kebangsaan Sub

Kegiatan Pelaksanan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.



KEEMPAT . Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 ifcbruari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



VSONVE daLIVAVY NVd NVVSDNVEDI
SNd - - VLODONY NVSYMVM ‘I90T103dl DNVAId S
VaVd NVYSONVEEY NVSVMVM SITYNV
VSONVE JALIVAVY NVA NVVSONVEEI
) ] NVSYMVA ‘ID0T0AdI ONVAIG
SNd V.LODONY vavd 1010EAI JOLVYNIAYOOM 14
a0S NVIVIIEE SITYNY
o - - WONN VSONVE JALIVAV3 NVd NVYSONVEEI o
JOLYNIANOOY | NVSYMVM ‘IDOTOEAI DNVAIL VIVAEN
- - MILI'I0d NVa
SNd SIVIHENES | ysonva NVALYSEY NVAVE VIVAEY ¢
- - NISVINIVONVE
SNd vALEA V103 HVYEVA SRIVLIANNES I
(@) ISMATAS
LA VINRIELIA VILINV ISYSINVONO/ISNVLSNI/SYNIA
DNVA (d2) NNRIVIONOH WIL WVIVd WVIVA NVLVEVL VIAVN ON
HYTINAL NVLVEvr

VYNVSIVTAd VILINVd 'V

$20C NNHVL NISVINJIVICNVE V.LOM LVIONILL
V3IVSNd VIEANdd dVHIONHd NVINSVd NOTVO
ISYHTES NVLVIOEN RINC NVA VNVSIVTHd VILINVd NVNNSAS

$20C NNHV.L NISVINJVCNVE V.LOM LVIONIL VVSNd
VAdIANHL JVAIONId NVIINSVd NOTVO ISATIS

NVLVIOEI RINC NVA NVA VNVSAVTEd VILINVd
ONV.LNYL

+C0C NNHV.L g9t dONON

NISVINAVCNVA VLOM I'TVA NVSN.LNdAM
NVIIdIAVT



6 | FAJAR AWAL KANZ DUTA ?ﬁggﬁ?g&%ﬁgﬁmﬁ‘ ANGGOTA Rp250.000,00X2 | Rp500.000,00 | NON PNS
7 | nazoar oA DUTA ?gggﬁgé&%gg)smm ANGGOTA szsoé%?gr,loo X2 | Rp500.000,00 | NON PNS
8 | HANIFAH DUTA nggﬁ%é,&?gls)gsmm ANGGOTA Rp250 099,00 X2 | RpS00.000,00 | NON PNS
9 |LUTFI RIQQO PERDANA DUTA fﬁggﬁ%&&%gfnﬁm“ ANGGOTA RPQSOI'B?J(;Q;IOO X2 | Rp500.000,00 | NON PNS
o (SR AU | BN SO | goom | FOIBOTT rsmaooas vowrms
11 | FITRIA ANANDA B%gﬁgg{Eggggﬁ?Egszs%N ANGGOTA Rp250é?ﬁg;100 X2 | Rp500.000,00 | NON PNS
B. JURI KEGIATAN SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024
JABATAN DALAM JUMLAH

1 | WAFIYU DWIANTO KOTA BANJARMASIN BARIS.BERBARIS | RP600.000,00 | Rp600.000,00| POLRI
2 | SYAMBU ISKANDAR KO 07 BANJARMASIN | BARIS BERBARIS |  RPO00.000,00 | Rp600.000,00| NI

3 | ISWARDIVANTO KON 07 BANGARMASIN | BARIS.mERBARIS |  RP600.000,00 | Rp600.000,00| NI

4 | MFTU BUDIONO, S, gﬁfgﬁ&ﬁﬁig& JURI PARADE Rp600.000,00 Rp600.000,00 | POLRI
5 | R e L oo JURI PARADE Rp600.000,00 Rp600.000,00 | POLRI
6 | SERKA SUGIARTA KOMANDQ DISTRIK MILITER JURI PARADE Rp600.000,00 Rp600.000,00 | TNI

1007 BANJARMASIN




7 | RAMADHAN T A oI JURI SAMAPTA Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | POLRI
8 | PELTU WOLSEN KOM?&EOBEL%K%IE;‘&TER JURI SAMAPTA Rp600.000,00 Rp600.000,00| TNI
9 %%SATJ MUHAMMAD By DAL Aaaias JURI SAMAPTA Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | oI
10 | SUBHAN HAIRANI B e AT ARSI | JURI SAMAPTA Rp600.000,00 | Rp600.000,00| o8
11| PI1 B o e ARasiy | JURI SAMAPTA Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | 308
12 | PICIA HANA DA ONESIA Dpp) o JURI SAMAPTA Rp600.000,00 | Rp600.000,00| o8
13 | GunAVMAD ARSYAD DT DONESIA (DPP] JURI SAMAPTA Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | DU
14 | FOCIAMMAD ROHIT PR K g N EStA | JURI KESENIAN Rp600.000,00 | Rp600.000,00| NOU
15 1 a STAF MUDA WALI KOTA BANJARMASIN JURI NON
NDRI SANITRA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA | VVAWANCARA Rp600.000,00  |Rp600.000,00 | poc
16 | ARY ILHAM NOOR DUTA ?gggﬁ%‘é&%gg?m“ WAWANCARA Rp600.000,00 | Rp600.000,00| So&
KEPASKIBRAKAAN
C. JURI SELEKSI KESEHATAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 __
JABATAN DALAM JUMLAH
NO NAMA DINAS fl?vz?‘iﬁgl%lﬁgﬁms,w Rt HONORARIUM (RF) DI%%)GMA KET
. | 1PTU dr. BRIAN AFIFF BIDANG KESEHATAN DAN KOORDINATOR RPG00.000,00 | Rp600.000,00| POLRI

BUDIOHANA

KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAERAH

JURI KESEHATAN




KALIAMANTAN SELATAN

BIDANG KESEHATAN DAN

BRIPTU M. SETIAWAN OTA
S Kot N KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAERAH JUR‘?I:(ESEH e Rp600.000,00 Rp600.000,00 | POLRI
T KALIAMANTAN SELATAN
BIDANG KESEHATAN DAN
BRIPTU MAHMUDAH OTA
KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAERAH Lo Rp600.000,00 Rp600.000,00 | POLRI

A.Md.Keb

KALIAMANTAN SELATAN

JURI KESEHATAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



